BAB V
PENUTUP

51 Kesimpulan

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penemu menyusun
suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan patut
menjadi perhatian untuk mewujudkannya. Karena sampai saat ini, peraturan
perundang-undangan yang mendukung masih terpisah-pisah, berjalan sendiri-
sendiri tanpa adanya kaitan satu dengan yang lainnya. Perwujudan suatu sistem
memang sangat didambakan oleh masyarakat. Bahkan sebagai ciri dari
penyelenggaraan negara yang modern khususnya bidang pelayanan masyarakat.

Administrasi kependudukan merupakan suatu hal yang sangat urgen di
dalam kehidupan masyarakat saat ini. Kependudukan selalu bersentuhan dengan
setiap aktivitas kita diantaranya adalah saat pemilu legislatif, pemilu presiden,
mengurus surat-surat tanah, dan lain sebagainya. Apabila kita akan berdomisili
padda suatu wilayah maka kita mesti memiliki tanda domisili yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setiap penduduk wajib melapokan
peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi
pelaksana. Sebab, setiap kejadian/peristiwa yang dialamin seperti kelahiran,
kematian, dan perkawinan akan membawa akibat terhadap penerbitan dan
perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan surat
keterangan kependudukan lain yang meliputi pindah datang, perubahan alamat,

atau status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

5.2 Saran

Perkembangan teknologi seharusnya dapat dimanfaatkan untuk
memperbaiki pelayanan publik yang selama ini di rasa masih sangat kurang.
Metode adminduk yang canggih, berwawasan jauh ke depan, terintegrasi dari
tingkat Pusat sampai Desa/Kelurahan merupakan kebutuhan yang harus dicukupi

oleh Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelayanan publik.
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Oleh karena itu saran yang dapat saya berikan yaitu agar Pemerintah lebih
meningkatkan kualitas adminduk di Indonesia supaya bisa menjadi pelayanan satu
atap dan masyarakat tidak kesulitan atau membuang biaya dan waktu dalam

meminta pelayanan yang berhubungan dengan semua urusan kependudukan.
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